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Abstrak 
Salah satu usaha untuk mengurangi ancaman kesehatan manusia dari berbagai faktor 
penyakit adalah pengolahan sampah rumah tangga mandiri menjadi barang yang lebih 
bermanfaat dan ramah lingkungan. Seperti yang dilakukan di Kampung Legok Makmur Kota 
Magelang. Legok Makmur adalah kampung organik pertama yang ada di Kota Magelang. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan pemberdayaan pengelolaan sampah 
rumah tangga berbasis komunitas dan menganalisis faktor pendorong perempuan 
berpartisipasi dalam kegiatan komunitas mengelola sampah. Metode yang digunakan 
adalah kualitatif dengan studi kasus, teknik analisis dengan model alir (flow model 
analysis). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Hasil 
penelitian menunjukkan: (1) Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sampah rumah 
tangga di Kampung Legok Makmur belum efektif; (2) Faktor pendorong kaum perempuan 
berpartisipasi dalam gerakan mengelola sampah antara lain: (a) Organisasi yang menjadi 
pendamping dikenal oleh masyarakat; (b) Gerakan mengelola sampah memberikan 
manfaat secara langsung kepada masyarakat; (c) Manfaat yang diperoleh melalui kegiatan 
mengelola sampah selaras kepentingan masyarakat setempat dan; (d) Adanya kontrol 
bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat dan; (3) Inovasi ibu-ibu dalam mengelola 
sampah menjadikan kaum perempuan berperan penting dalam pengelolaan lingkungan 
hidup dan selaras dengan program Walikota dalam pengembangan kampung organik. 
 
Kata kunci: Pemberdayaan; Pengelolaan Sampah; Komunitas  
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PENDAHULUAN 
Perkotaan adalah wilayah yang 
mempunyai kegiatan utama bukan 
pertanian dengan susunan fungsi kawasan 
sebagai tempat permukiman perkotaan, 
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial dan 
kegiatan ekonomi. Seiring berjalannya 
waktu, kota pasti akan memiliki 
permasalahan yang terus bertambah san 
semakin kompleks. Tidak jarang 
permasalahan yang muncul sering 
diakibatkan oleh pembangunan kotanya 
sendiri (Sudaryono, 2014).  
Saat ini banyak permasalahan yang 
sudah tidak asing yang seringkali terjadi di 
setiap kota. Permasalahan itu di antaranya 
adalah: (1) Persoalan tentang infrastruktur, 
seperti masalah sampah, drainase dan juga 
transportasi; (2) Persoalan pelayanan dasar 
yang berupa pendidikan dan kesehatan 
serta; (3) Persoalan sosial dan ekonomi. 
Dari ketiga permasalahan tersebut, sampah 
merupakan masalah perkotaan yang sangat 
urgen untuk diselesaikan. Banyak faktor 
yang menyebabkan terjadinya peningkatan 
volume sampah di perkotaan di antaranya 
adalah pertumbuhan industri, perumahan, 
peningkatan populasi penduduk dan gaya 
hidup. Gaya hidup (life style) masyarakat 
yang cenderung konsumtif dan gemar 
membeli barang-barang, merupakan cara 
masyarakat modern untuk 
memanifestasikan status sosial dalam 
pergaulannya (Chaney, 2011). 
Perilaku konsumtif masyarakat modern 
tersebut, baik langsung maupun tidak 
langsung ternyata berdampak pada 
peningkatan volume sampah di perkotaan. 
Sampah-sampah tersebut bisa berupa bekas 
aksesoris, makanan dan minuman kemasan 
serta fashion. Jika sampah rumah tangga ini 
tidak dikelola dengan baik, maka akan 
berdampak pada banyak hal, di antaranya 
akan berdampak pada estetika, kesehatan, 
bencana alam seperti banjir dan keterbatasan 
daya tampung TPA (Tempat Pembuangan 
Akhir) perkotaan (Paharizal, 2016). 
Kegiatan ekonomi yang semakin meningkat 
berbanding lurus dengan resiko pencemaran 
dan kerusakan lingkungan hidup. Tidak 
terkecuali pada lingkungan rumah tangga 
akibat pembuangan sampah. Kegiatan rumah 
tangga menghasilkan sampah dengan 
komposisi sampah organik yang dominan. 
Sampah organik rumah tangga dapat berupa 
sampah organik hijau (sisa sayur mayur dari 
dapur), misalnya tangkai atau daun singkong, 
pepaya, kangkung, bayam, kulit terong, wortel, 
labu siam, ubi, singkong, kulit buah-buahan 
seperti nanas, pisang, nangka, daun pisang, 
semangka, ampas kelapa, sisa sayur atau lauk 
pauk dan juga sampah dari kebun misalnya 
rumput, daun-daun kering atau basah). 
Sampah organik juga bisa berasal dari sisa 
hewan yang dimakan seperti ikan, udang, 
ayam, daging, telur dan sejenisnya. 
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Sampah organik sebenarnya dapat 
terurai secara alami, namun membutuhkan 
waktu yang cukup lama. Sehingga apabila 
tidak segera ditangani maka yang akan 
terlebih dahulu muncul adalah dampak 
negatifnya terhadap lingkungan, antara lain: 
(1) Timbunan sampah dalam jumlah besar 
akan menimbulkan pemandangan yang 
tidak sedap, kotor, kumuh, bau dan bisa 
mempengaruhi kenyamanan penduduk 
sekitar; (2) sampah yang masuk ke dalam 
air secara terus-menerus mengakibatkan 
fungsi air turun sehingga tidak mampu lagi 
mendukung aktivitas manusia dan 
menyebabkan timbulnya permasalahan 
penyediaan air bersih karena aliran air 
sungai dan air tanah sudah tercemar. 
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Magelang, volume tumpukan 
sampah yang dihasilkan masyarakat Kota 
Magelang selama kurun waktu 2014-2017 
semester satu trend volume sampah dan 
sampah terangkut cenderung meningkat. 
Selama kurun waktu dua tahun dari tahun 
2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami 
peningkatan dan pada tahun 2017 semester 
satu mengalami penurunan sebesar 0,1 
persen dengan total volume 279,89 M³. 
Sedangkan untuk persentase sampah 
terangkut rata-rata setiap tahun berkisar 
85-86 persen saja. Demikian juga untuk sisa 
sampah sebesar ± 25 persen yang tidak 
terangkut sampai ke TPA akan menjadi 
suatu masalah apabila masyarakat hanya 
mangandalkan peran dari petugas sampah 
sendiri.  
Salah satu cara yang dapat dilakukan 
adalah mengelola sampah organik rumah 
tangga menjadi kompos. Kompos berasal dari 
bahan organik, seperti daun-daunan, jerami, 
alang-alang, rumput-rumputan, dedak padi, 
batang jagung serta kotoran hewan yang telah 
mengalami proses dekomposisi oleh mikro 
organisme pengurai sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat fisik, 
kimia dan biologi tanah. Sampah rumah tangga 
organik berpotensi sebagai kompos rumah 
tangga. Sampah organik mengalami proses 
pengomposan dengan sendirinya melalui 
proses alami, lama-kelamaan akan membusuk 
karena faktor mikroorganisme dan pengaruh 
cuaca. Proses tersebut bisa dipercepat oleh 
perlakuan manusia, yaitu dengan 
menambahkan mikroorganisme pengurai atau 
aktivator kompos sehingga dalam waktu 
singkat akan diperoleh kompos yang 
berkualitas baik, yang bisa dijadikan pupuk 
organik untuk tanaman sayuran, buah-buahan 
dan tanaman obat di pekarangan. 
Program Kampung Organik merupakan 
inovasi Pemerintah Kota Magelang sebagai 
cara cerdas untuk mengatasi isu-isu 
lingkungan (smart environment) terutama 
terkait sampah perkotaan. Program ini muncul 
dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Persampahan, serta 
Program Nasional Pengembangan Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program 
Kampung Organik dibentuk pada tahun 2013 
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yang diharapkan mampu memberikan solusi 
terhadap timbulan sampah perkotaan yang 
semakin menumpuk. Masyarakat dituntut 
untuk dapat melestarikan alam lingkungan 
dengan baik dan benar, baik itu lingkungan 
biotik, abiotik, sanitasi, ekonomi, sosial dan 
budaya masyarakat. Keberadaan Kampung 
Organik telah menghantarkan Kota 
Magelang memperoleh penghargaan 
Adipura Kencana. Kampung Organik yang 
telah terdaftar secara keseluruhan 
berjumlah 79. Namun seiring berjalannya 
waktu beberapa Kampung Organik di setiap 
kecamatan tidak berjalan atau bahkan 
sampai berstatus nonaktif eksistensinya. 
Untuk itu diperlukan pengelolaan sampah 
berbasis pemberdayaan komunitas secara 
terintegratif yang meliputi aktor, sistem 
pengolahan dan pengelolaan volume 
sampah buangan. Keterlibatan aktor 
masyarakat (civil society), pemerintah (state 
sector), pengusaha (private sector) dan 
organisasi masyarakat (civil society 
organization) dalam penanggulangan 
sampah menjadi sangat penting untuk 
dilakukan, karena para aktor tersebut 
mempunyai tanggungjawab moral atas 
peningkatan volume sampah di Kota 
Magelang.  
Secara etimologis pemberdayaan berasal 
pada kata dasar “daya” yang berarti 
kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari 
pengertian tersebut, maka pemberdayaan 
dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk 
memperoleh daya, kekuatan, kemampuan dan 
atau proses pemberian daya, kekuatan, 
kemampuan dari pihak yang memiliki daya 
kepada pihak yang kurang atau belum berdaya 
(Sulistiyani, 2017). 
Pranarka (1996) menyatakan bahwa 
pemberdayaan mengandung dua arti. 
Pengertian yang pertama adalah to give power 
or authority, pengertian kedua to give ability to 
or enable. Pemaknaan pengertian pertama 
meiputi memberikan kekuasaan, mengalihkan 
kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada 
pihak yang belum atau kurang berdaya. Di sisi 
lain pemaknaan pengertian kedua adalah 
memberikan kemampuan atau keberdayaan 
serta memberikan peluang kepada pihak lain 
untuk melakukan sesuatu. 
Berkenaan dengan pemaknaan konsep 
pemberdayaan masyarakat, Winarni (1998) 
mengungkapkan bahwa inti dari 
pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu 
pengembangan (enabling), memperkuat 
potensi atau daya (empowering), terciptanya 
kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti 
pemberdayaan tidak saja terjadi pada 
masyarakat yang memiliki daya yang masih 
terbatas, dapat dikembangkan hingga 
mencapai kemandirian. 
Menurut Paul Freire dalam Keban dan Lele 
(1999) pemberdayaan masyarakat berinti pada 
suatu metodologi yang disebut conscientization 
yaitu merupakan proses belajar untuk melihat 
kontradiksi sosial, ekonomi dan politik dalam 
masyarakat. Paradigma ini mendorong 
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masyarakat untuk mencari cara 
menciptakan kebebasan dari struktur-
struktur yang opresif. Bertolak dari 
pengertian ini, maka sebuah partisipasi 
masyarakat tidak hanya sebatas pada 
pelaksanaan suatu program saja melainkan 
menyentuh pada nilai politik. 
Dari pendapat para pakar di atas, 
penelitian ini mencoba mengulas tentang 
model pemberdayaan berbasis komunitas. 
Kajian yang ada saat ini lebih banyak 
mengkaji model pemberdayaan yang 
bersifat partisipatif yang lebih banyak 
berfokus pada peranan organisasi. 
Penelitian ini membahas konsep 
pemberdayaan yang berangkat dari 
komunitas perempuan yang mengelola 
sampah rumah tangga pada wilayah Kota 
Magelang khususnya di Kampung Legok 
Makmur. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus Creswell (2009). 
Metode pengumpulan data menggunakan 
metode indepth interview, observasi, dan 
analisis dokumen. Kriteria pemilihan 
informan menggunakan teknik purposive 
sampling, yaitu penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu, seperti kompetensi 
informan dan dilanjutkan dengan snowball 
sampling (Sugiyono, 2012). Teknik 
keabsahan data dalam riset ini 
menggunakan teknik triangulasi.  Teknik 
analisis data ini menggunakan flow model 
analisis menurut Milles dan Huberman (1992), 
dengan mempertimbangkan tiga komponen, 
yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan serta verifikasinya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.1. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai 
Proses  
Tujuan dasar pemberdayaan adalah 
keadilan sosial dengan memberikan 
ketentraman kepada masyarakat yang lebih 
besar serta persamaan politik dan sosial 
melalui upaya sasling membantu dan belajar 
melalui pengembangan langkah kecil guna 
tercapainya tujuan yang lebih besar (Payne 
dalam Alfitri, 2011). 
Memberdayakan masyarakat memerlukan 
rangkaian proses yang panjang (tidak 
seketika), agar mereka menjadi lebih berdaya. 
Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan 
sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan 
politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan 
proses bagaimana agar berfungsi sebagai 
kekuatan dalam pencapaian tujuan yaitu 
pengembangan diri. 
Menurut Saraswati dalam (Alfitri, 2011) 
secara konseptual, pemberdayaan harus 
mencakup enam hal sebagai berikut: (1) 
Learning by doing, artinya pemberdayaan 
adalah sebagai proses hal belajar dan ada 
suatu tindakan konkrit yang terus-menerus 
dampaknya dapat terlihat; (2) Problem solving, 
artinya pemberdayaan harus memberikan arti 
terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan 
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krusial dengan cara dan waktu yang tepat; 
(3) Self evaluation, artinya pemberdayaan 
harus mampu mendorong seseorang atau 
kelompok tersebut untuk melakukan 
evaluasi secara mandiri; (4) Self 
development and coordination, artinya 
mendorong agar mampu melakukan 
pengembangan diri dan melakukan 
hubungan koordinasi dengan pihak lain 
secara lebih luas; (5) Self selection, artinya 
suatu kumpulan yang tumbuh sebagai 
upaya pemilihan dan penilaian secara 
mandiri dalam menetapkan langkah ke 
depan dan; (6) Self decisim, artinya dalam 
memilih tindakan yang tepat hendaknya 
dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan 
sesuatu secara mandiri. 
Seperti yang dilakukan di Kampung 
Legok Makmur kota Magelang. Legok 
makmur adalah kampung organik pertama 
yang ada di kota Magelang. Di mulai dengan 
mengikuti sosialisasi dan pendampingan dari 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang 
bergerak di bidang kesehatan lingkungan, 
gerakan mengolah sampah dan kampung 
organik ini hanya melibatkan 20 rumah 
tangga. 
Sekalipun jumlah anggotanya sedikit, 
kegiatan yang ada di dalamnya sangat 
padat. Selain pengomposan dan pertanian 
organik di lahan sempit, ibu-ibu ini juga 
melakukan aktivitas bank sampah dan 
warung barter. Di bank sampah dilakukan 
pemilahan sampah organik dan sampah 
anorganik, seperti plastik dan kertas, dijual 
kepada pengepul dan uang hasil penjualan 
dimasukkan kas. Sementara di warung barter, 
setiap orang bisa membawa sampah ke bank 
sampah dan menukarnya dengan bahan pokok 
yang diperlukan. 
Tidak hanya itu, mereka juga melibatkan 
seorang warga lagi, seorang perajin untuk 
membuat kerajinan dari bahan limbah. Hasil 
pertanian seperti sayur, buah, bibit tanaman 
baru, beragam makanan hasil olahan dari hasil 
panen tanaman dan barang-barang kerajinan 
pada akhirnya juga menjadi komoditas yang 
laku keras saat dijual. 
Kegiatan yang dilakukan oleh warga di 
Kampung Legok Makmur, juga dikuatkan oleh 
pendapat dari Aziz (2005) terkait dengan 
pemberdayaan yang merinci menjadi enam 
hal, antara lain: (1) Membantu masyarakat 
dalam menemukan masalahnya; (2) Melakukan 
analisis terhadap permasalahan tersebut 
secara mandiri; (3) Menentukan skala prioritas 
masalah, dalam arti memilah dan memilih 
masalah yang paling mendesak untuk 
diselesaikan; (4) Mencari penyelesaian masalah 
yang sedang dihadapi, antara lain dengan 
pendekatan sosio kultural yang ada dalam 
masyarakat; (5) Melaksanakan tindakan nyata 
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 
dan; (6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan 
proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh 
mana keberhasilan dan kegagalannya. 
Pada tahap pertama dari konsep Aziz (2005) 
di atas yaitu tahap penyadaran, hal ini juga 
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selaras dengan hasil wawancara dengan 
salah satu informan di Kelurahan Tidar 
Utara. Awal mulanya Kampung Legok 
Makmur menjadi kampung organik berawal 
dari membantu kegiatan PKK Kota 
Magelang. Pengelolaan sampah menjadi 
kompos sejak tahun 2006 sudah ada di kota 
Magelang (di Paten Gunung RW 11 
Rejowinanggun Selatan). Tetapi itu sebatas  
apa adanya. Setelah itu digemakan ke 
mana-mana supaya masyarakat mau 
membuat kompos, baru sebatas itu. Belum 
ada kesadaran, sampah itu harus dikelola. 
Dalam pandangan Kartasasmita (1997) 
memberdayakan adalah upaya untuk  
meningkatkan harkat dan martabat lapisan 
masyarakat yang dalam kondisi sekarang 
tidak mampu melepaskan diri dari 
perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan. Dengan kata lain, 
memberdayakan adalah memampukan dan 
memandirikan masyarakat. 
Dalam kerangka pemikiran itu, menurut 
Kartasasmita (1997) upaya memberdayakan 
masyarakat haruslah dilakukan dengan: (1) 
Menciptakan suasana atau iklim yang  
memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang. Di sini titik tolaknya adalah 
pengenalan bahwa setiap manusia atau 
setiap masyarakat memiliki potensi yang 
dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada 
masyarakat yang sama sekali tanpa daya. 
Pemberdayaan adalah upaya untuk 
membangun daya itu, dengan memotivasi 
dan mengembangkan kesadaran akan 
potensi yang dimilikinya serta berupaya 
mengembangkannya; (2) Upaya itu harus 
dilakukan dengan memperkuat potensi atau 
daya yang dimiliki oleh masyarakat. Diperlukan 
langkah positif, selain dari hanya menciptakan 
iklim atau suasana. Perkataan ini meliputi 
langkah nyata dan menyangkut persediaan 
berbagai masukan serta pembukaan akses 
kepada berbagai peluang yang akan membuat 
masyarakat menjadi semakin berdaya; (3) 
Pemberdayaan bukan hanya meliputi 
penguatan individu anggota masyarakat, tetapi 
juga pranatanya. Menanamkan nilai budaya 
modern, seperti kerja keras, hemat, 
keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian 
pokok dari upaya pemberdayaan ini; (4) 
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan. Pemberdayaan 
masyarakat sangat erat kaitannya dengan 
pemantapan, pembudayaan dan pengalaman 
demokrasi; (5) Memberdayakan juga 
mengandung arti melindungi. Dalam proses 
pemberdayaan, harus dicegah yang lemah 
menjadi bertambah lemah, oleh karena 
kekurangberdayaan dalam menghadapi yang 
kuat. Perlindungan kepada yang lemah sangat 
mendasar sifatnya dalam konsep 
pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus 
dilihat sebagai upaya untuk mencegah 
terjadinya persaingan yang tidak seimbang, 
serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. 
Sejalan dengan kegiatan warga dalam 
mengelola sampah di atas, tahap penyadaran 
warga dalam pengelolaan sampah karena 
mendapat inspirasi dari salah satu LPSM Bina 
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Daya Kasih di Kota Magelang yang fokus 
dan bergerak di bidang lingkungan hidup 
yang diketuai oleh Drs. Fance Oiholorin. 
Proses pemberdayaan masyarakat dalam 
mengelola sampah ini juga sejalan dengan 
pendapat Suharto (1997) yang dilakukan 
melalui 5P, yaitu: (1) Pemungkinan, yaitu 
menciptakan suasana atau iklim yang 
memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang secara optimal. Pemberdayaan 
harus mampu membebaskan masyarakat 
dari sekat kultural dan struktural yang 
menghambat; (2) Penguatan, yaitu 
memperkuat pengetahuan dan kemampuan 
yang dimiliki masyarakat dalam 
memecahkan masalah dan memenuhi 
kebutuhannya. Pemberdayaan itu harus 
mampu menumbuhkembangkan segenap 
kemampuan dan kepercayaan diri 
masyarakat yang menunjang kemandirian 
mereka; (3) Perlindungan, yaitu melindungi 
masyarakat terutama kelompok lemah agar 
tidak tertindas oleh kelompok kuat, 
menghindari terjadinya persaingan yang 
tidak seimbang antara yang kuat dan lemah 
dan mencegah terjadinya eksploitasi 
kelompok kuat terhadap kelompok lemah; 
(4) Penyokongan, yaitu memberikan 
bimbingan dan dukungan agar masyarakat 
mampu menjalankan peranan dan tugas 
kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu 
menyokong masyarakat agar tidak terjatuh 
ke dalam keadaan dan posisi yang semakin 
lemah dan terpinggirkan dan; (5) 
Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang 
kondusif agar tetap terjadi keseimbangan 
distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok 
dalam masyarakat. Pemberdayaan harus 
mampu menjamin keselarasan dan 
keseimbangan yang memungkinkan setiap 
orang memperoleh kesempatan berusaha. 
Pada awalnya kegiatan ibu-ibu hanya 
sebatas mengelola sampah dengan karya-
karya yang sederhana, namun sekarang 
menjadi lebih berkembang. Makin 
berkembangnya kegiatan ibu-ibu di Kampung 
Legok Makmur ini juga diwujudkan dengan 
memberikan THR kepada anggota paguyuban 
hingga 400 ribu per orang, serta sirup jahe. 
Hingga saat ini kas masih tersedia 8 juta untuk 
diputar untuk kegiatan simpan pinjam. Selain 
itu kegiatan lainnya adalah kegiatan bank 
sampah, di sini masyarakat bisa menabung 
sekaligus melakukan barter sampah dengan 
kebutuhan pokok sehari-hari 
Dari kiprah yang sudah dilakukan selama 
setahun, pada tahun 2013 Kampung Legok 
Makmur mendapat dana bantuan yang 
dikembangkan menjadi usaha peternakan 
ayam dan pembuatan kolam lele. Selain dijual, 
hasil dari usaha ini juga digunakan untuk 
mencukupi kebutuhan pangan warga sendiri. 
Oleh karena itu, gerakan peduli sampah dan 
lingkungan ini pun berkembang menjadi usaha 
ekonomi produktif. 
 
1.2. Pengembangan Komunitas Melalui 
Partisipasi 
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Menurut Korten (2002) pembangunan 
didefinisikan sebagai proses di mana 
anggota suatu masyarakat meningkatkan 
kapasitas perorangan dan institusional 
mereka untuk memobilisasi dan mengelola 
sumber daya untuk menghasilkan perbaikan 
yang berkelanjutan dan merata dalam 
kualitas hidup sesuai dengan aspirasi 
mereka sendiri. 
Salah satu model pengembangan 
masyarakat adalah community 
development. Definisi community 
development adalah merupakan suatu 
proses yang merupakan usaha masyarakat 
sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas 
pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial 
ekonomi dan kultural komunitas, 
mengintegrasikan komunitas ke dalam 
kehidupan nasional dan mendorong 
kontribusi komunitas yang lebih optimal 
(Soetomo, 2006). 
Christenson dan Robinson (1989) 
mendefinisikan community development 
sebagai suatu proses, masyarakat yang 
tinggal pada lokasi tertentu 
mengembangkan prakarsa untuk 
melaksanakan suatu tindakan sosial 
(dengan atau tanpa intervensi) untuk 
mengubah suatu ekonomi, sosial, kultural 
dan lingkungan. Penekanan penting justru 
terletak pada prakarsa dan partisipasi 
masyarakat dalam proses yang 
berlangsung. Artinya konsep pengembangan 
dan pemberdayaan bertujuan untuk 
menolong diri sendiri keluar dari masalah. 
Kampung Legok Makmur, Kelurahan Wates, 
Magelang Utara menjadi penggagas kampung 
organik di Kota magelang. Setidaknya, upaya 
pengelolaan dan pemanfaatan sampah ini 
sudah dirintis oleh komunitas ibu-ibu setempat 
sejak tahun 2012. Upaya kreatif yang dirintis 
oleh ibu-ibu tersebut muncul untuk 
memanfaatkan sampah menjadi lebih 
terencana, mengingat warga kampung 
setempat masih kurang memperhatikan soal 
sampah. 
Komunitas masyarakat pengelola sampah ini 
selaras dengan dokumen visi dan misi Kota 
Magelang 2016-2021. Visi Kota Magelang 
adalah sebagai kota jasa yang modern dan 
cerdas yang dilandasi masyarakat yang 
sejahtera dan religius. Sementara misi Kota 
Magelang di antaranya: (1) Meningkatkan 
sumber daya manusia aparatur yang 
berkualitas dan profesional dengan 
mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai 
dasar terciptanya pemerintah daerah yang 
bersih serta tanggap terhadap pemenuhan 
aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan 
dan mengelola potensi daerah dalam rangka 
efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada 
masyarakat didukung partisipasi masyarakat 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; (2) Mengembangkan dan 
mengelola sarana perkotaan dan sarana 
pelayanan dasar di bidang pendidikan, 
kesehatan dan perdagangan yang lebih 
modern serta ramah lingkungan; (3) 
Meningkatkan pemerataan pembangunan 
infrastruktur perkotaan untuk mendukung 
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pemerataan pembangunan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat; (4) 
Mengembangkan potensi budaya dan 
kesenian daerah sebagai landasan 
pengembangan pariwisata Kota Magelang; 
(5) Memperkuat kehidupan beragama dan 
toleransi antar umat beragama melalui 
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 
keagamaan dan peningkatan sarana-
prasarana peribadatan sebagai landasan 
terbangunnya masyarakat madani. 
Komunitas masyarakat pengelola sampah 
rumah tangga di Kampung Legok Makmur 
ini dilatarbelakangi oleh menurutnnya daya 
dukung lingkungan terutama daya dukung 
lahan pertanian. Di sasmping itu juga 
disebabkan oleh karena menurunnya atau 
berkurangnya daya tampung lingkungan 
yang disebabkan oleh sampah. 
Kampung organik yang digagas oleh 
masyarakat terutama kaum perempuan di 
Kampung Legok Makmur adalah kegiatan 
yang terorganisir melakukan pemilahan dan 
pengolahan sampah organik dan non 
organik (melalui gerakan 3R, reuse, reduce 
dan recycle) secara berkelanjutan dan 
memanfaatkan hasil pengolahan sampah 
tersebut untuk menjadikan suatu kawasan 
hijau dan meningkatkan ketahanan pangan 
keluarga secara berkelanjutan. Visi 
kampung organik yang digagas oleh 
komunitas ini adalah terciptanya lingkungan 
yang bersih, indah dan berwawasan 
lingkungan secara berkesinambungan 
dengan sistem integrasi peran serta 
masyarakat dengan institusi dalam pengelolaan 
sampah. Sementara misi dari kampung organik 
adalah meningkatkan dan 
menumbuhkembangkan kemampuan dan 
kesadaran masyarakat dalam mengolah dan 
menggunakan hasil olah sampah.  
Dalam diskursus teori pembangunan, 
pendekatan terhadap partisipasi dimaknai 
sebagai kontribusi masyarakat untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pembangunan, dalam mempromosikan proses 
demokrasi dan pemberdayaan. Argumen 
efisiensi, partisipasi adalah sebuah instrumen 
untuk mencapai hasil dan dampak program 
dan kebijakan yang lebih baik, sedangkan 
dalam argumen demokratisasi dan 
pemberdayaan, partisipasi adalah sebuah 
proses meningkatkan kapasitas individu 
sehingga menghasilkan sebuah perubahan 
positif bagi kehidupan (Cleaver dalam Cooke 
dan Kothari, 2002). 
Perbedaan cara pandang atas partisipasi 
dalam konteks pembangunan memberikan 
implikasi yang berbeda dalam melakukan 
analisis. Pertama, hubungan kekuasaan dalam 
sebuah proses yang partisipatif. Kedua, 
bagaimana cara agar target komunitas 
mendapatkan manfaat dari proses 
pembangunan. Dalam perspektif instrumental, 
hubungan antara masyarakat sebagai sasaran 
program dan pengambil kebijakan atau 
lembaga pemberi bantuan relatif tidak terjadi. 
Hal ini berdampak pada desain program dan 
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kebijakan pembangunan yang disusun lebih 
banyak berada di tangan para elit lokal. 
masyarakat penerima hanya terlibat seputar 
implementasi program (Parfitt, 2004). 
Pada konsep yang lain, kerangka 
partisipasi adalah elite capture yang 
dimaknai sebagai sebuah situasi pejabat 
lokal, tokoh masyarakat, LSM, birokrasi dan 
aktor yang terlibat langsung dengan 
program partisipatif, melakukan praktik 
yang jauh dari prinsip partisipasi sehingga 
terjadi pengambilan keputusan dan 
implementasi program sepihak dengan 
tujuan untuk mendapatkan manfaat 
individual yang tidak sejalan dengan tujuan 
program yang partisipatif. Dalam proses 
yang partisipatif, elite capture merupakan 
implikasi negatif dari hubungan kekuasaan 
dan upaya mendapatkan manfaat dari 
proses tersebut, yang tentunya lebih pada 
kerugian bagi masyarakat penerima 
bantuan (Sobri, 2006). 
Tahap penyadaran warga dalam 
komunitas pengelolaan sampah rumah 
tangga pada awalnya karena mendapat 
inspirasi dari salah satu LPSM di Kota 
Magelang yang fokus dan bergerak di 
bidang lingkungan hidup. Setelah 
masyarakat bergerak membuat kompos, 
mereka terbentur siapa yang mau membeli. 
Akhirnya kembali akan melemah lagi. 
Beberapa kelompok tetap jalan, tetapi 
banyak kelompok yang tidak. Kelompok 
yang jalan hanya RW 11 saja. Dan 
kebetulan di Kota Magelang ini ada LPSM 
yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, 
yaitu LPSM Bina Daya Kasih. Di mana yang 
mandegani LPSM disitu adalah Drs. Fance 
Oiholorin. 
Jadi konsep partisipatif yang lebih berguna 
dalam pengembangan masyarakat adalah 
dengan meminjam konsep partisipatif yang 
transformatif. Dalam konsep partisipasi ini 
hubungan kekuasaan dalam sebuah proses 
partisipatif harus mengarah pada upaya 
perubahan dan pemberdayaan dari masyarakat 
target itu sendiri, sehingga harus ada 
hubungan kekuasaan dalam perencanaan 
maupun pelaksanaan program pembangunan 
(Parfit, 2004). 
Penjelasan Parfitt (2004) tentang partisipasi 
dini masyarakat dalam setiap program 
pembangunan harus mencerminkan ukuran 
keberhasilan partisipasi. Menurut Bickman 
(dalam Ife dan Tesoriero, 2008) partisipasi  
masyarakat dapat diukur melalui lima dimensi, 
yaitu: pengelolaan, organisasi, kepemimpinan, 
identifikasi kebutuhan dan menggerakkan 
sumber daya. Kelima dimensi ini dapat 
digunakan untuk menciptakan suatu profil 
partisipasi masyarakat yang mengacu kepada 
indikator kualitatif sebagai berikut: (1) Suatu 
kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk 
mengorganisasi aksi; (2) Dukungan yang 
tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang 
bertambah kuat; (3) Peningkatan pengetahuan 
masyarakat tentang keuangan dan manajemen 
proyek; (d) Keinginan masyarakat untuk 
terlibat dalam pembuatan keputusan; (4) 
Peningkatan kemampuan dari mereka yang 
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berpartisipasi dalam mengubah keputusan 
menjadi aksi; (5) Meningkatkan jangkauan 
partisipan melebihi proyek untuk 
mewakilinya dalam organisasi lain; (6) 
Pemimpin yang muncul dari masyarakat; (7) 
Meningkatnya jaringan dengan proyek, 
masyarakat dan organisasi lain dan; (8) 
mulai mempengaruhi kebijakan. 
Dalam penjelasan teori partisipasi, Ife 
dan Tesorio (2008) mengemukakan bahwa 
program pengembangan masyarakat harus 
mendorong pengakuan dan peningkatan 
hak maupun kewajiban untuk berpartisipasi. 
Mendorong partisipasi merupakan bagian 
kritis dari proses pengembangan 
masyarakat. 
Kondisi yang mendorong partisipasi 
menurut Ife dan Tesorio (2008) adalah 
sebagai berikut: (1) Orang akan 
berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa 
isu atau aktivitas itu penting. Cara ini efektif 
dicapai jika masyarakat sendiri telah mampu 
menentukan isu atau aksi dan telah 
mendominasi kepentingannya, bukan 
berasal dari orang luar yang memberikan 
mereka apa yang harus dilakukan. 
Komunitas warga dalam mengelola sampah 
ini muncul karena menginginkan terciptanya 
lingkungan yang bersih dan indah akibat 
menurunnya daya dukung lingkungan akibat 
sampah; (2) Orang harus merasa bahwa 
aksi mereka akan membuat perubahan. Jika 
orang tidak percaya bahwa aksi masyarakat 
akan membuat perubahan terhadap prospek 
peluang kerja lokal, akan kecil insentif untuk 
berpartisipasi. Pada kegiatan kampung organik 
ini masyarakat dapat memperoleh keuntungan 
secara ekonomi melaui kegiatan bank sampah; 
(3) Berbagai bentuk partisipasi harus diakui 
dan dihargai serta; (4) Orang harus bisa 
berpartisipasi dan didukung dalam 
partisipasinya. Kegiatan kampung organik di 
Legok Makmur yang berjalan selama ini sangat 
memprtimbangkan waktu senggang khususnya 
ibu-ibu dan lokasi kegiatan serta lingkungan 
tempat kegiatan juga di rumah mereka 
masing-masing sehingga tidak enganggu 
aktivitas utama mereka sebagai ibu rumah 
tangga. 
 
KESIMPULAN 
Komunitas kaum perempuan dalam 
pengelolaan sampah rumah tangga di 
Kampung Legok Makmur meski telah 
berlangsung sejak lama namun belum efektif, 
beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 
dukungan masyarakat dan dukungan 
kelembagaan agar kegiatan kampung organik 
bisa berjalan kontinyu. Aspek pendorong kaum 
perempuan berpartisipasi dalam komunitas 
mengelola sampah rumah tangga antara lain: 
(1) Kesadaran masyarakat akan pentingnya 
lingkungan yang bersih dan sehat; (2) Adanya 
basis keyakinan masyarakat akan manfaat 
yang diperoleh dari kegiatan mengelola 
sampah; (3) Adanya penghargaan masyarakat 
setempat yang bergabung dalam kegiatan 
bank sampah dan; (3) Adanya dukungan 
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bersama-sama yang dilakukan oleh 
Pemerintah kota Magelang yang sudah 
tertuang dalam dokumen visi dan misi. 
Inovasi ibu-ibu dalam mengelola sampah 
menjadikan kaum perempuan berperan 
penting dalam pengelolaan lingkungan 
hidup dan selaras dengan program Walikota 
dalam pengembangan kampung organik 
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